BAB V

KESIMPULAN DAN CATATAN KRITIS

5.1 Kesimpulan

Dalam karyanya “etika politik prinsi-prinsip moral kenegaraan modern” Franz Magnis-
suseno seorang filsuf Indonesia asal Jerman mengatakan bahwa hukum pada dasarnya bertujuan
untuk mencegah dan memecahkan konflik kepentingan dalam masyarakat. Dengan hukum
pemecahan konflik kepentingan dalam masyarakat tidak dipandang berdasarkan kuat dan
lemahnya. Sebagai norma yang rasional dan etis, hukum lebih mengarah kepada penyelesaian
konflik yang objektif dan bijak. Dikatakan rasional dan etis karena pemecahan konflik melalui
jalur hukum mendegradasi segala bentuk otoritas dan kekuasaan dengan bertolak pada kriteria

objektif manusia dan manusia.

Adil yang dimaksudkan adalah bahwa penyelesaian konflik secara implisit lebih
merujuk pada nilai kesetaraan. Segala bentuk identitas individu tidak menjadi tolok ukur
pemecahan konflik. Dengan adanya hukum, kelemahan seseorang secara tidak langsung diangkat
setara dengan kekuatan seseorang. Karena kelemahannya tidak memberikan jaminan mutlak
bahwa ia akan kalah di hadapan hukum. Sebaliknya juga bahwa kekuatan seseorang tidak

memastikan bahwa segala keputusan akan selalu berpihak kepadanya.

Berpedoman pada penjelasan di atas, Magnis-Suseno menyimpulkan bahwa; hukum
berfungsi untuk memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Adanya tatanan
hukum menjamin bahwa orang atau golongan yang berkuasa tidak dapat bertindak sewenang-
wenang. Di luar batas-batas hukum penggunaan kekuasaan tidak sah dan di lain pihak hukum

merupakan satu-satunya saluran penggunaan kekuasaan yang sah.



Sejak pertama kali ditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal (1) ayat
(3), bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan menjadikan pancasila sebagai
sumber yang menjiwai kaidah-kaidah hukum, Indonesia memasuki babak baru dalam perjalanan
sejarah sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas tertib hukum. Dengan demikian hukum
Indonesia secara inheren dijiwai oleh moralitas dan keadilan selaras dengan apa yang tersirat
dalam nilai-nilai Pancasila. Hal ini mensyaratkan bahwa kita mengunggulkan hati nurani

daripada oleh otak atau lebih memuji komitmen moral daripada perundang-undangan.

Ideologi tersebut berseberangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Fakta bahwa praktek
hukum Indonesia lebih dominan merujuk pada praktek hukum positif. Penekanan pada prosedur
hukum membawa dampak yang sangat buruk. Hukum yang diperundangkan dan penegakan
hukum Indonesia telah banyak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Faktor penyebab
ketimpangan ini, di satu sisi, bukan hanya karena sering muncul pengidentifikasian antara hukum
dan undang-undang dan praktek hukum Indonesia yang lebih dominan menekankan prosedur,
tetapi di sisi lain karena faktor kecenderungan subjektif para legislator sebagai perancang hukum
dan para pemangku hukum sebagai penegak hukum. Hukum tidak lagi berperan sebagai
“jenderal” keadilan dalam masyarakat tetapi menjadi sarang bagi aktualisasi berbagai
kecenderungan subjektif. Hukum di Indonesia cenderung melahirkan keputusan-keputusan
parsial yang berpihak pada penguasa dan terus menjejalkan orang-orang kecil ke dasar

penderitaan tanpa nurani.

Persoalan-persoalan mutakhir yang muncul dalam bingkai praktek hukum Indonesia semakin

menunjukkan ketidakberesan yang sulit untuk dibiarkan. Gejolak persoalan ini semakin



mengancam berbagai macam pihak, mulai dari orang-perseorangan, kelompok maupun institusi-

institusi tertentu, khususnya rakyat kecil yang berhadapan dengan hukum.

Bertolak pada konsep etika hukum yang digagaskan oleh Magnis-Suseno penulis melihat
bahwa wajah hukum Indonesia tidak lagi menunjukkan diri sebagai sesuatu yang mulia yakni
bertujuan untuk mencegah dan memecahkan konflik kepentingan dalam masyarakat dan
berfungsi memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat, tetapi telah berubah wajah
menjadi penindas, sarana untuk melegitimasi kejahatan, sebagai permainan dan bisnis serta
menjadi tameng pembenaran diri oleh para legislator dan pemangku hukum. Arti hukum yang
semulanya suci, kini menunjukkan wajah yang kian seram menakutkan dan penuh dengan
lumpur dosa. Ketimpangan ini menjadi tugas berat yang patut dibaharui oleh berbagai pihak di

masa yang akan datang.

5.2 Catatan Kritis

Gebrakan besar pemikiran Frans Magnis-Suseno tentang etika hukum, merupakan konsep
normatif yang begitu urgen dalam sebuah pemikiran tentang hukum. Magnis- Suseno
menjelaskan bahwa, hukum harus benar-benar mengedepankan aspek rasionalitas dan
penghargaan terhadap martabat manusia. Singkatnya seluruh autentisitas diri manusia sebagai
manusia. Oleh karena itu dimensi etis dalam hukum benar-benar harus diperjuangkan agar dapat
bermuara pada hal yang paling eksistensial dalam hukum yakni hukum untuk manusia, bukan

sebaliknya.

Keagungan konsep pemikiran Magnis-Suseno tidak pernah dapat mengarsir fakta bahwa ia
adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan ketaksempurnaan manusia dalam

segala hal adalah sesuatu yang mutlak. Begitu pula yang penulis temukan dalam diri Magnis-



Suseno khususnya dalam kaitan dengan pemikirannya tentang etika hukum. Untuk itu pandangan
Magnis-Suseno tentang etika hukum juga terbuka pada kritik demi membangun sebuah

keseimbangan dalam diskursus tentang filsafat hukum itu sendiri.

Dalam pemikiran etika hukumnya Magnis-Suseno benar-benar mengedepankan aspek
kemanusiaan manusia, sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dalam praktek hukum. Bahwa
segala putusan hukum yang jatuh dari palu pemangku hukum tidak boleh mencederai martabat
manusia. Magnis-Suseno berpendapat bahwa seorang pemangku hukum harus benar-benar
mempertimbangkan aspek moral dalam memberikan putusan. Bagi penulis, di sinilah letak
kelemahan konsep etika hukum Magnis-Suseno. Bahwa segala putusan hukum yang jatuh dari
palu kekuasaan para pemangku hukum jika selalu mempertimbangkan aspek moral maka, hal itu

akan mencederai kepastian hukum.

Dalam hubungan dengan putusan hukuman mati yang diberikan kepada para teroris yang
menghabiskan nyawa ribuan orang dalam sekali ledakan bom. Pertama, Jika menurut Magnis-
Suseno sang teroris tersebut harus dihargai kemanusiaannya, dan bahwa manusia tidak berhak
mencabut nyawa orang lain, oleh karena itu tidak pantas diberikan hukuman mati, lalu
bagaimana dengan nasib para korban dan keluarga korban yang tewas dalam aksi itu? Apakah
sang teroris juga memiliki pertimbangan moral tentang hal ini sebelum memutuskan untuk
melakukan aksinya? Di sini penulis melihat bahwa dimensi keadilan sebagai ciri hukum yang
paling diagungkan oleh Magnis-Suseno (karena bersentuhan langsung dengan martabat manusia)

benar-benar diabaikan.

Kedua, jika teroris tersebut tetap dihargai hak hidupnya dengan memberikan putusan pidana
penjara, dan dibebaskan suatu saat nanti, apakah hal itu akan menjamin moralitas sang terpidana

bahwa dia tidak akan mengulangi tindakannya ketika dibebaskan? Secara tidak langsung



pembiaran terhadap terpidana kasus terorisme adalah pembiaran terhadap banalitas kejahatan

yang tak kunjung usai dalam sejarah kehidupan umat manusia di masa yang akan datang.

Ketiga, dengan pertimbangan moral dalam berhukum kita membiarkan dan menyelamatkan
seorang pelaku teror bom bukankah kita juga secara tidak langsung membiarkan pencabutan
nyawa ribuan calon korban pemboman yang notabene adalah orang tak bersalah yang mati
terbunuh secara tiba-tiba dengan cara yang paling mengenaskan? Bukankah dengan lebih
mempertimbangkan aspek moral kepastian hukum dicederai dan melegalkan pembantaian di
masa yang akan datang? Kepastian hukum bukan saja dicederai, tetapi hukum secara tersamar
benar-benar memberikan celah yang cukup untuk melegalkan kejahatan. Magnis-Suseno sendiri
dalam gagasannya menolak secara radikal jika hukum digunakan sebagai sarana untuk
melegitimasi kejahatan, tetapi di satu sisi pertimbangan moral yang digagaskan olehnya, juga
berpotensi melegalkan kejahatan yang lebih keji. Di sinilah letak kontradiksi pemikiran Franz

Magnis-Suseno.

5.3 Relevansi

Pertama, melalui pemikirannya tentang etika hukum, Magnis-Suseno secara fundamental
memberikan suatu sumbangan etika pro-kehidupan. Bahwa penghargaan terhadap martabat dan
hak hidup setiap manusia dalam segala hal merupakan tindakan moral paling tepat yang harus

diambil setiap orang dalam kehidupan bersama orang lain.

Kedua, dalam konteks praktek hukum di Indonesia yang ditandai dengan berbagai fenomena
praktek hukum yang menyimpang, kita disadarkan untuk peduli terhadap ketidakberesan stadium
akhir praktek hukum khususnya di Indonesia. Karena praktek hukum yang menyimpang

berpotensi mengancam stabilitas sebuah negara. Oleh karena itu, pandangan Magnis-Suseno



tentang etika hukum merupakan sebuah solusi besar bagi oknum-oknum yang terlibat dalam
segala urusan mengenai praktek hukum, khususnya bagi para legislator sebagai perancang
undang-undang dan para pemangku hukum sebagai penegak hukum agar mengedepankan aspek

moral dalam menjalankan tugas yang diamanatkan rakyat.

Ketiga, di kalangan kaum akademisi. Di tengah dominannya perkembangan pengetahuan
dalam bidang hukum yang lebih merujuk pada hukum positif dan kesemrawutan dalam
prakteknya oleh para penegak hukum yang semakin kompleks, penulis mengharapkan kiranya,
pandangan Franz Magnis-Suseno tentang etika hukum memberikan sumbangsih bagi segenap

akademisi yang sedang bergelut di dunia hukum maupun sebaliknya.

Keempat, dalam konteks masyarakat luas. Di satu sisi Pandangan Franz Magnis-Suseno
membangunkan kembali kesadaran masyarakat tentang banyak ketimpangan yang semakin
mengerikan dalam praktek hukum Indonesia. Di sisi lain menyadarkan masyarakat untuk

kembali menghidupi tugas pengawasannya dalam sebuah Negara Hukum.
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